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“Momentum pandemi ini adalah saat yang 

tepat untuk kita berbenah secara 

komprehensif membangun tata kelola 

pemerintahan, yang cepat dan akuntabel. 

Keduanya adalah aspek yang tidak bisa

dipertukarkan, dan harus dilakukan dengan 

dua strategi utama yaitu

1) perluasan partisipasi publik yang inklusif

serta 2) transformasi digital pemerintah.”

ARAHAN PRESIDEN

Sambutan Presiden

OGP Global Summit 2021
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Indikator makro di bidang

tata kelola pemerintah, 

diantaranya; Indeks

Efektivitas Pemerintah

yang dikeluarkan oleh

World Bank, Indeks

Demokrasi yang 

dikeluarkan oleh Economic 

Intelligence Unit, Indeks

Persepsi Korupsi oleh

Transparency 

International, yang 

skornya mulai kembali

naik setelah sebelumnya

sempat terkontraksi di 

tahun 2020. 



1. Perkembangan Implementasi OGI



Peran Indonesia dalam OGP Global Summit 2021
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Presiden Joko Widodo memberikan
sambutan dalam Opening Plenary
tanggal 15 Desember 2021 bersama
dengan 13 kepala negara lainnya. Beliau
menekankan 2 hal penting, yaitu:

1. Peningkatan Partisipasi Publik
2. Penguatan Inovasi Digital yang

Inklusif

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak
Suharso Monoarfa menyampaikan
catatan terkait “Masa Depan Tata Kelola
di Asia dan Pasifik”, pada hari Kamis 16
Desember 2021 dalam agenda Asia
Pacific Roundtable. Beliau
menggarisbawahi pentingnya:
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Penyelarasan Isu Keterbukaan

Pemerintah pada Forum Global

Indonesia menorehkan beberapa prestasi

dan penghargaan, di antaranya:

LKPP bersama dengan ICW memperoleh

Juara 2 OGP Impact Award melalui

komitmen portal keterbukaan informasi

pengadaan barang dan jasa.

Kabupaten Sumbawa Barat, Kota

Semarang, dan Provinsi NTB menjadi Juara

1, Juara 2, dan Juara 3 OGP Spotlight

Award di kawasan Asia-Pasifik

Kabupaten Banggai memperoleh

penghargaan OGP Accelerator Award

melalui komitmen pengembangan aplikasi

layanan kesehatan reproduksi.



Hasil Monitoring dan Evaluasi
Implementasi RAN OGI VI Tahun 2021
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Temuan Monitoring dan Evaluasi :

78% (14 komitmen) dari 18 komitmen sudah memiliki

kinerja baik selama proses implementasi di tahun

2021. Namun, hanya 56% (10 komitmen) yang

dilakukan dengan proses kokreasi aktif.

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Komitmen Secara Umum: 

56%
22%

22%

Proses Ko-Kreasi Komitmen
Tahun 2021

Aktif Semi-Aktif Pasif

78%

11%
11%

Capaian Administratif Komitmen
Tahun 2021

Baik Cukup Kurang

Hambatan Koordinasi misalnya pergantian PoC di 

K/L dan OMS yang menghambat komunikasi

pelaksana komitmen.

Keterbatasan Sumber Daya baik dari segi SDM 

maupun anggaran yang menjadi tantangan

pelaksanaan komitmen.
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2. Penguatan Implementasi OGI kedepan



Adanya Standar Kokreasi dan Partisipasi OGP
Terbaru Tahun 2021
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Multi Stakeholder 

Forum:
• Menyediakan

ruang dialog antar

pemangku

kepentingan.

1

Repositori:
• Tersedianya

informasi terbaru

terkait kegiatan

dan pencapaian

aksi keterbukaan

pemerintah yang 

mudah diakses

publik.

2

Kokreasi:

• Menyediakan

landasan

partisipasi

masyarakat.

• Ruang partisipasi

masyarakat yang 

inklusif dalam

penyusunan

hingga evaluasi

rencana aksi.

3

Implementasi dan 

Monitoring:

• Tersedianya

informasi dan 

ruang keterlibatan

bagi publik dalam

implementasi dan 

monitoring 

rencana aksi.

4



Strategi Penguatan OGI ke Depan (1/4): 
Keberimbangan Anggota Dewan Pengarah

1
Susunan Dewan Pengarah OGI 

saat ini belum berimbang

antara perwakilan pemerintah

dan non-pemerintah.

2 Belum adanya unsur non-

pemerintah selain OMS lainnya

seperti akademisi atau sektor

swasta dalam Dewan Pengarah

OGI.

Kementerian PPN/Bappenas1

Kementerian Luar Negeri2

Kantor Staf Presiden3

Kementerian Dalam Negeri4

Kementerian Kominfo5

Kementerian PAN-RB6

Komisi Informasi Pusat7

INFID

Susunan Dewan Pengarah OGI Saat Ini
Berdasarkan Kepmen PPN/Bappenas
No.  KEP.88 /M.PPN/HK/06/2018

Standar 1 Kokreasi dan Partisipasi OGP

“Platform Open Government menganut prinsip inklusif dan 
terstruktur sehingga perlu kesetaraan keterwakilan
(representasi) aktor pemerintah dan masyarakat sipil”

Diperlukan

susunan Dewan 

Pengarah yang 

berimbang agar 

sesuai dengan 

Standar Kokreasi

dan Partisipasi

OGP

PEMERINTAH CSO
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Strategi Penguatan OGI ke Depan (2/4): 
Penyusunan Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Pengarah

Standar 1 Kokreasi dan Partisipasi OGP

“Unsur non-pemerintah dipilih melalui
proses yang transparan dan adil, dipimpin
oleh elemen nonpemerintah”

Mekanisme terkait Pemilihan Anggota Dewan 
Pengarah bertujuan untuk:

Memastikan 

keterlibatan 

unsur non

pemerintah 

yang sesuai 

dengan arah 

kebijakan OGI

Menghadirkan 

proses kerja 

yang 

transparan dan 

akuntabel

Menyesuaikan 

dengan 

Standar 

Kokreasi dan 

Partisipasi 

terbaru dari 

OGP
Belum adanya mekanisme terkait

proses pemilihan perwakilan dalam

Dewan Pengarah OGI
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Strategi Penguatan OGI ke Depan : 
Penguatan Sekretariat Bersama dan Dasar Hukum

Sekretariat Bersama melakukan proses 

pendampingan dan fasilitasi kepada K/L dan 

OMS dalam proses ko-kreasi Aksi OGI.

Sekretariat Bersama melaksanakan monev, 

penilaian capaian dan pengumpulan data 

dukung K/L dan OMS.

Sekretariat Bersama melakukan pemetaan isu

strategis keterbukaan pemerintah, tantangan

dalam implementasi Aksi OGI,  untuk menjadi

landasan penyusunan RAN.

1

2

3

Perumusan Arah 
Kebijakan dan 

Strategi 
Implementasi OGI

Mendorong 
Penetapan

Peraturan Menteri 
Baru

Permen 
Baru OGI 
ditetapkan

Desember
2022

Rancangan 
Permen 

Baru

April 2022

Perumusan 
Strategi dan 
RAN OGI VII

Jan-Des 
2022

Diskusi arah
kebijakan

OGI

Februari
2022
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